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ABSTRAK 

Terdapat isu gender yang masih menjadi masalah utama dalam pembangunan di 

Kabupaten Trenggalek, selain itu erdapat kesenjangan kedudukan dan peranan 

perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak  dalam program 

pembangunan, misalnya dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, maupun 

pemanfaatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui relasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Perda 

Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini akan 

menggambarkan bagaimana relasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses 

penyusunan Perda Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek 

menggunakan alat analisis model teori relasi menurut Stone yang melihat sebuah 

relasi berdasarkan kerangka proses asosiatif dan disosiatif yang terjadi, yaitu 

melalui anticipated reaction, non-decision making, dan systemic. Metode penelitian 

ini bersifat kualitatif deskriptif yang pemaparan hasilnya berupa narasi dari 

perolehan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitan 

ini kedua relasi antara lembaga eksekutif dan legislatif memperhatikan garis 

koordinatif secara seimbang tidak saling mengintervensi dalam bekerjasama 

sehingga tidak memicu adanya koflik kepentingan antara kedua pihak. Dan 

pembentukan Perda Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek pihak 

eksekutif mengajukan rancangan kepada pihak legislatif karena terdapat tuntutan 

dan upaya peningkatan IPG sebagai indikator pembangunan inklusif di Kabupaten 

Trenggalek serta untuk mencapai kesetaraan gender dan sebagai payung hukum 

bagi perempuan, disabilitas, lansia, dan anak-anak. 

Kata Kunci: Relasi, Pengarusutamaan Gender, Peraturan Daerah 
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ABSTRACT 

There are gender issues that are still a major problem in development in Trenggalek 

Regency, besides that there are gaps in the position and role of women, people with 

disabilities, the elderly, vulnerable people in development programs, for example 

in the fields of education, employment, health, and utilization, science and 

technology. This study aims to determine the relationship between the executive and 

legislative branches in the process of drafting the Gender Mainstreaming Regional 

Regulation in Trenggalek Regency. This research will describe how the relationship 

between the executive and the legislature in the process of drafting the Gender 

Mainstreaming Regional Regulation in Trenggalek Regency using the analytical 

tool of the relationship theory model according to Stone who sees a relationship 

based on the framework of associative and dissociative processes that occur, 

namely through anticipated reaction, non-decision making, and systemic. This 

research method is descriptive qualitative in which the results are presented in the 

form of narratives from the acquisition of data through interviews and 

documentation. Based on the results of this research, the two relations between the 

executive and legislative institutions pay attention to the coordinative line in a 

balanced manner, not intervening in cooperation so as not to trigger a conflict of 

interest between the two parties. And the formation of the Gender Mainstreaming 

Regional Regulation in Trenggalek Regency, the executive submitted a draft to the 

legislature because there were demands and efforts to increase IPG as an indicator 

of inclusive development in Trenggalek Regency and to achieve gender equality and 

as a legal umbrella for women, disabilities, elderly, and children. 
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